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ABSTRAK

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
Namun permasalahan yang terjadi adalah tidak semua Wajib Pajak memahami peraturan
perpajakan. Permasalahan ini dialami oleh dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H dalam melaksanakan
kewajiban Pajak Penghasilan. Mereka adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan
status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat memperoleh berbagai jenis
penghasilan. Atas perolehan penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Lebih lanjut,
terdapat perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai
pegawal negeri atau pegawai swasta. Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan
perpajakan tersebut diatur oleh Undang—Undang Pajak Penghasilan, juga peraturan
perpajakan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
penelitian deskriptif. Tujuan penggunaan metode tersebut, yaitu untuk menjelaskan atau
memberikan gambaran keadaan permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang telah
dikumpulkan. Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu data
primer dan data sekunder, yang mana kedua jenis data tersebut harus diolah terlebih dahulu
oleh peneliti. Objek penelitian yang diteliti adalah Pajak Penghasilan dokter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta
dapat dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, Pajak Penghasilan yang bersifat tidak
final, maupun tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya.
Antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai
pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan
status sebagai pegawai swasta dapat memiliki persamaan dan perbedaan perlakuan
perpajakan atas penghasilan yang diperoleh. Peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam
perhitungan Pajak Penghasilan pada tahun pajak 2015 untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H.
Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta sebaiknya
mempelajari peraturan mengenai Pajak Penghasilan. Peneliti juga mengharapkan untuk
kedepannya, apabila Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan
status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta tidak memahami peraturan Pajak
Penghasilan, maka hendaknya menyewa jasa konsultan pajak atau melakukan konsultasi
tentang teknis perpajakan kepada Account Representative—nya di Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai
pegawai negeri atau pegawai swasta terdaftar, agar dapat memenuhi kewajiban atas Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Penghasilan



ABSTRACT

Self assessment system gives credence to the taxpayer to calculate, pay, and report tax
payable based on tax regulations. However the current problem is not all taxpayers
understand the tax regulations. This problem is experienced by dr. M, dr. A, dr. L, and dr. H
in performing the income tax obligations.

Domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or
private employees may obtain various types of income. Income earned may be charge
income tax. Furthermore, there is the tax treatment of income earned by doctor of public
servants or private employees. The imposition of the income tax and the tax treatment are
governed by law of the income tax, as well as the other tax regulations.

The method of this study is descriptive research method. The purpose this
method is to explain or provide an overview of the problems that occur based on data that
have been collected. The data in this research are primary data and secondary data, which
both types of data must be observe first by researcher. The object of this research is income
tax doctor.

The result of this study shows that, domestic individual taxpayers which
work as doctor of public servants or private employees may be charged final income tax,
non—final income tax, or not charged income tax based on their income. Between domestic
individual taxpayers which work as doctor of public servants and domestic individual
taxpayers which work as doctor of private employees may have similarities and differences
in tax treatment on earned income. The researcher find incompatibility about the calculation
of income tax for dr. M, dr. A, dr. L, and dr. H in 2015. Therefore, the researcher suggest to
domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees
should be study the regulations regarding income tax. On the other hand, the researcher
expect for the future, if domestic individual taxpayers which work as doctor of public
servants or private employees do not understand the regulations of income tax, then should
hire the tax consultant or do consult about technical taxation to their account representative
in Office of Tax Service (KPP) where they are registered, in order to fulfill obligations of
income tax based on tax regulations.

Keywords: Taxpayer, Income tax
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa, sebagai bentuk kontribusi untuk
kelangsungan pembangunan, dan diatur oleh peraturan—peraturan perpajakan.
Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 82,25% dari total
pendapatan negara dan hibah Indonesia. Pendapatan Pajak Penghasilan memiliki
proporsi terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, yaitu 48,56%. Pajak
Penghasilan termasuk salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan pajak
self assessment system.

Di Indonesia, pada tahun 1967 sudah diperkenalkan sistem
pemungutan pajak self assessment system, namun masih dibatasi hanya dalam hal
menghitung pajak saja. Tetapi, sejak reformasi perpajakan 1983 mulai berlaku self
assessment system yang tidak hanya melakukan penghitungan pajak. Pada self
assessment system ini, petugas perpajakan hanya mengawasi dan membimbing Wajib
Pajak sehingga sistem pemungutan pajak ini membuat Wajib Pajak aktif, artinya
Wajib Pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak
yang terutang tersebut, kemudian mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT). Semua yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut harus sesuai dengan
ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Setiap orang diharapkan mampu
memahami dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan meskipun
tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait bidang perpajakan atau bukan
berprofesi dalam bidang pajak. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya mempelajari
peraturan—peraturan mengenai perpajakan, terutama bagi yang memiliki penghasilan
atau kegiatan yang dapat dikenakan pajak.

Terdapat banyak profesi yang kurang atau bahkan tidak memahami
peraturan mengenai perpajakan, misalnya dokter, arsitek, seniman, pengacara,
notaris, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa dokter dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar dokter tidak memahami peraturan pajak. Padahal

dokter dapat memperoleh penghasilan berkat keilmuannya dan keahliannya dalam



menyembuhkan orang—orang yang sakit dengan melakukan praktik kedokteran
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain praktik
kedokteran, dokter juga dapat menjadi tenaga pendidik, narasumber dalam seminar,
melakukan usaha bisnis baik dalam bidang kesehatan maupun bidang non kesehatan,
dan kegiatan lainnya. Dengan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang
dokter, maka dokter dapat mempunyai beberapa jenis penghasilan dari setiap
kegiatan yang dilakukannya. Dokter juga dapat memperoleh penghasilan lainnya
misalnya dari komisi, hadiah, dividen, bunga, dan sebagainya. Maka dari itu, dokter
merupakan salah satu profesi yang berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan.
Mengenai penghasilan yang diperoleh profesi dokter tersebut, maka
setiap dokter dituntut untuk memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan dalam
menghitung, menyetor atau melunasi, serta melaporkan atas Pajak Penghasilan,
meskipun mungkin berbeda perlakuan perpajakan dan perhitungan pajaknya untuk
setiap jenis penghasilan tersebut. Selain berdasarkan jenis penghasilan, perbedaan
perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan mungkin juga dapat terjadi
akibat perbedaan jenis status dokter, misalnya dokter dengan status sebagai pegawai
negeri atau dokter dengan status sebagai pegawai swasta. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai Pajak Penghasilan dokter.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok—pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam

latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas oleh

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima
oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status
sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta?

2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H
pada tahun pajak 2015?

3. Apa sajakah persamaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan



Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status
sebagai pegawai swasta?

Apa sajakah perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status

sebagai pegawai swasta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak

Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai

negeri atau pegawai swasta, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu

sebagai berikut:

1.

Mengetahui perpajakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai
pegawai negeri atau pegawai swasta.

Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H
pada tahun pajak 2015.

. Mengidentifikasi persamaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri
dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status
sebagai pegawai swasta.

Mengidentifikasi perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri
dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status

sebagai pegawai swasta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara langsung maupun secara tidak

langsung bagi pihak—pihak yang berkepentingan, antara lain:



1. Bagi Peneliti
Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman dan memperluas wawasan bagi peneliti mengenai perlakuan
perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh
dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Sehingga
peneliti dapat mengaplikasikan teori—teori yang telah diperoleh selama masa
perkuliahan terhadap praktik di lapangan.

2. Bagi Dokter
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan
mengenai perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau
pegawai swasta. Sehingga dapat membantu dokter memenuhi hak dan kewajiban
atas Pajak Penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pembaca
Melalui hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam
skripsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta
referensi yang bermanfaat kepada para pembaca mengenai perlakuan perpajakan
dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan
status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan sumber
referensi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi peneliti—peneliti yang
akan melakukan penelitian berikutnya terkait dengan topik penelitian yang serupa

di kemudian hari.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Waluyo (2011:12), Pajak Penghasilan (PPh) memiliki sifat pajak subjektif,
yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya
dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Salah
satu yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah orang pribadi. Orang pribadi dapat

memiliki penghasilan yang bersumber dari manapun. Orang pribadi yang memiliki



penghasilan dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak orang pribadi, sehingga atas
penghasilannya itu dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan orang
pribadi berarti Pajak Penghasilan yang ditujukan kepada orang pribadi sebagai
subjek pajaknya, lalu melihat penghasilan atau peredaran usaha sebagai objek yang
dimiliki oleh orang pribadi tersebut apakah termasuk objek pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Bijak — Orang Pribadi Pintar Pajak) (2015:11) terdapat
pernyataan bahwa, secara umum penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dapat
dikategorikan sebagai berikut: penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha Wajib Pajak, misalnya usaha toko atau
berjualan online; penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak, misalnya dokter,
pengacara, atau notaris; penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari pekerjaan Wajib Pajak sebagai pegawai (karyawan), misalnya
sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian; penghasilan dari
modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari modal yang
dimilikinya yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, misalnya bunga,
dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta; dan penghasilan lainnya,
yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain dari kategori di
atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Undang-Undang
Pajak Penghasilan mempunyai aturan yang berbeda dalam perlakuan pajak atas
setiap kategori penghasilan tersebut. Selain itu, perlakuan perpajakan dapat berbeda
walaupun dengan penghasilan dari kategori yang sama.

Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu profesi orang pribadi
yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas adalah dokter. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008:338), dokter berarti lulusan pendidikan
kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan. Dokter dapat memperoleh
berbagai jenis penghasilan. Oleh karena itu, jumlah penghasilan dokter mungkin
melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menyebabkan potensi
pengenaan Pajak Penghasilan yang terutang. Selain itu, dokter dapat memiliki status

sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, di mana pegawai negeri terdiri dari



Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI), dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan status yang
dimiliki oleh dokter tersebut, maka terdapat persamaan maupun perbedaan perlakuan
perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter.

Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan perpajakan atas
penghasilan yang diperoleh dokter, secara umum diatur berdasarkan Undang—
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang—Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain Undang—Undang Pajak
Penghasilan, masih terdapat berbagai peraturan perpajakan yang mengatur lebih
lanjut untuk tiap jenis penghasilan yang diperoleh dokter, misalnya Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu; Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti akan melakukan
penelitian terkait dengan Pajak Penghasilan dokter. Penelitian akan dilakukan dengan
menganalisis perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau
pegawai swasta. Kemudian perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh
dokter akan dibandingkan antara dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan

dokter dengan status sebagai pegawai swasta.
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